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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTO 

“Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram” 

(Q.S. Ar-Ra’d: 28) 

 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 

pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui 

sedang kamu tidak mengetahui” 

(Q.S. Al-Baqarah:216) 

 

“Tetap melangkah, tidak perlu langkah yang besar, cukup dengan langkah kecil. 

Ini akan jauh lebih berarti dibanding melangkah mundur atau diam di tempat” 

(Ria SW) 

 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa 

semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana 

ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi: 
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Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan 

penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya. 
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Indonesia memiliki jumlah pekerja migran yang signifikan, yang memberikan 

kontribusi penting pada dinamika sosial dan ekonomi negara. Namun, para pekerja 

migran sering menghadapi tantangan dan risiko serius yang dapat mengancam hak 

asasi mereka. Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan 

peningkatan jumlah pekerja migran dari tahun ke tahun. Pada paruh pertama 2023, 

sekitar 135 ribu PMI ditempatkan, dengan mayoritas di Asia dan Afrika. Pekerja 

migran Indonesia sering menghadapi pelanggaran hak, termasuk upah tidak layak 

dan perlakuan sewenang-wenang di tempat kerja. Ini menimbulkan pertanyaan 

tentang efektivitas perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi pekerja migran. 

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang baru yaitu Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 

untuk melindungi hak pekerja migran.  

Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran 

dan Anggota Keluarganya menjadi kerangka hukum internasional yang 

komprehensif untuk melindungi hak pekerja migran dan Indonesia sudah 

meratifikasi konvensi tersebut. Dalam UU No. 18/2017 menerapkan konsep 

integratif holistik dalam memberikan perlindungan PMI. Integratif artinya 

perlindungan diberikan dalam keseluruhan kegiatan sebelum, selama, dan setelah 

bekerja. Holistik artinya perlindungan dilakukan dalam suatu sistem terpadu yang 

melibatkan semua pihak terkait, seperti pemerintah pusat, BP2MI, pemerintah 

daerah, pemerintah desa, perusahaan penempatan PMI, swasta, dan masyarakat. 

Pemerintah Pusat menggagas program Desbumi untuk mendorong perlindungan 

PMI dari tingkat desa. Melalui Desbumi, desa diharapkan dapat berperan lebih aktif 

dalam melayani dan melindungi warganya yang bekerja ke luar negeri. 

Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran pekerja migran 

tentang hak-hak mereka dan cara mendapatkan bantuan hukum. Secara 

keseluruhan, kesenjangan antara instrumen hukum yang ada dan implementasinya 

di lapangan perlu diperhatikan dan diperbaiki untuk memastikan perlindungan yang 

efektif bagi pekerja migran Indonesia. Ketidakjelasan peran kedutaan dan konsulat 

dalam menangani kasus pekerja migran, kurangnya akses terhadap bantuan hukum, 

dan kurangnya transparansi dalam prosedur penyelesaian kasus menjadi kendala 

utama. Meskipun pemerintah telah mencatat penurunan pengaduan, kebijakan 

masih harus dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya dalam melindungi hak 

pekerja migran. 



 

xi 

 

Pada optimalisasi perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia berdasarkan 

prinsip hak asasi manusia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi 

fokus utama pembahasan, dan diidentifikasi beberapa kelemahan krusial dalam 

perlindungan PMI. Beberapa di antaranya adalah masalah penempatan buruh 

migran, kurangnya jaminan sosial yang memadai, penanganan kasus yang kurang 

efektif, dan keterlambatan peraturan pemerintah yang mengakibatkan perlindungan 

yang tidak optimal. 

Sebagai respons terhadap masalah tersebut, pemerintah melalui DPR dan 

persetujuan presiden membentuk Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini menggantikan UU 

sebelumnya dan menunjukkan perubahan paradigma dari fokus penempatan ke 

fokus perlindungan. Dalam konteks ini, ada perubahan signifikan dalam mekanisme 

penempatan, jaminan sosial, penanganan kasus, dan peran pemerintah. Undang-

undang baru ini juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap jaminan 

sosial, dengan pemerintah pusat menyelenggarakan program jaminan sosial melalui 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penanganan kasus dan bantuan 

hukum juga diperkuat, termasuk adanya sanksi pidana bagi pelanggaran. 
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ABSTRAK 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pekerja migran yang 

signifikan, memainkan peran penting dalam dinamika sosial dan ekonomi. Namun, 

pekerja migran sering menghadapi tantangan dan risiko serius yang mempengaruhi 

hak asasi mereka. Pada paruh pertama 2023, data menunjukkan peningkatan jumlah 

pekerja migran, mencapai 135 ribu orang. Pekerja migran seringkali tidak mendapat 

perlindungan sepenuhnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana perlindungan pekerja migran Indonesia jika ditinjau dari 

norma hak asasi manusia baik ditingkat nasional maupun internasional dengan 

menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan 

perundang-undangan melalui analisis bahan primer dan bahan sekunder yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukan bahwa: Pertama, UU No. 18/2017 

menerapkan konsep integratif holistik dalam memberikan perlindungan PMI. 

Integratif artinya perlindungan diberikan dalam keseluruhan kegiatan sebelum, 

selama, dan setelah bekerja. Holistik artinya perlindungan dilakukan dalam suatu 

sistem terpadu yang melibatkan semua pihak terkait. Pemerintah Pusat menggagas 

program Desbumi untuk mendorong perlindungan PMI dari tingkat desa. Selain itu, 

meskipun pemerintah telah meratifikasi konvensi internasional terkait, 

pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti aksesibilitas terhadap layanan 

kedutaan, ketidakjelasan dalam penanganan kasus, dan keterbatasan akses terhadap 

bantuan hukum. Kedua, penelitian ini membandingkan dua undang-undang yaitu 

UU No. 39/2004 yang mana undang-undang ini lebih berfokus pada penempatan 

daripada perlindungan, sehingga dianggap belum cukup optimal dalam melindungi 

pekerja migran Indonesia. Sebagai respons terhadap masalah tersebut, pemerintah 

membentuk UU No. 18/2017, menggantikan undang-undang sebelumnya dan 

menunjukkan perubahan paradigma dari fokus penempatan ke fokus perlindungan.  

 

 

 

 

Kata Kunci: perlindungan, pekerja migran Indonesia, hak asasi manusia. 
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